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The Islamic financial system has become the focus of increasingly in-depth
research in recent years, with an increase in the number of Islamic financial
institutions such as the Alwadiah Tasikmalaya Sharia People's Financing
Bank. However, this growth is also accompanied by complexity in dispute
resolution, especially in Murabahah transactions. This research aims to
explore and analyze the Murabahah dispute resolution mechanism
implemented by the Alwadiah Tasikmalaya Sharia People's Financing Bank.
Apart from that, this research also aims to identify the main challenges faced
in resolving these disputes. A qualitative approach was used in this research
with data collection techniques through in-depth interviews with related
parties at the Alwadiah Tasikmalaya Sharia People's Financing Bank. Data
was also analyzed using descriptive methods to comprehensively understand
the dispute resolution mechanism used. The research results show that the
Alwadiah Tasikmalaya Sharia People's Financing Bank applies a proactive,
sharia-based Murabahah dispute resolution approach, with a focus on
mediation and negotiation. However, several challenges such as differences
in interpretation of sharia law and limited infrastructure still constitute
obstacles in the dispute resolution process. The Sharia People's Financing
Bank (BPRS) Alwadiah Tasikmalaya and its clients will settle disputes in line
with the relevant Indonesian laws pertaining to Islamic banking. This is
demonstrated by the processes taken by BPRS itself, which include two stages
in the dispute resolution process: a litigation settlement and a non-litigation
settlement like this. In order to settle a non-litigation dispute, BPRS summons
its clients, who are then contacted by mailing the financing payback
administration. In terms of resolving disputes through the legal system, BPRS
files a civil lawsuit in the Tasikmalaya City Religious Court.
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Sistem keuangan syariah menjadi fokus penelitian yang semakin mendalam
dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan jumlah lembaga
keuangan syariah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah
Tasikmalaya. Namun, pertumbuhan ini juga diikuti oleh kompleksitas dalam
penyelesaian sengketa, terutama dalam transaksi Murabahah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis mekanisme penyelesaian
sengketa Murabahah yang diterapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Alwadiah Tasikmalaya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk
mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam penyelesaian
sengketa tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan
pihak terkait di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah Tasikmalaya.
Data juga dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk memahami secara
komprehensif mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah
Tasikmalaya menerapkan pendekatan penyelesaian sengketa Murabahah yang
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proaktif dan berbasis syariah, dengan fokus pada mediasi dan negosiasi.
Namun, beberapa tantangan seperti perbedaan interpretasi hukum syariah dan
keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan dalam proses
penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa antara Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Alwadiah Tasikmalaya dan nasabahnya
sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia yang mengatur
tentang perbankan syariah. Hal ini dibuktikan dengan tindakan yang diambil
oleh BPRS itu sendiri, yakni di mana dalam penyelesaian sengketa ini BPRS
mengambil 2 langkah dalam penyelesaiannya, yakni dengan penyelesaian
litigasi dan juga penyelesaian non litigasi seperti. Penyelesaian Non litigasi
dilakukan dengan pemanggilan oleh BPRS kepada nasabahnya yang
dilakukan dengan mengirimkan administrasi pelunasan pembiayaan.
Sedangkan untuk penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, BPRS
mengambil langkah untuk menggugat secara perdata pada Pengadilan Agama
Tasikmalaya Kota.

Corresponding Author: Akbar Hidayatullah Daud
Email: akbardaud90@gmail.com

PENDAHULUAN

Allah SWT mengarahkan hubungan lahir antara manusia dan dengan-Nya untuk mendukung
keterikatan spiritual manusia dengan Allah, sekaligus memandu hubungan sosial antar sesama
manusia dalam upaya memperkuat persaudaraan diantara mereka. Hubungan yang lahir ini
merupakan bagian dari tujuan hidup manusia yang diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi ini
(Mahmudi & Hajad, 2023). Dalam konteks hubungan antar manusia, aspek material seperti kekayaan
memiliki peranan yang signifikan karena menjadi salah satu pilar utama kehidupan manusia di dunia.
Oleh karena itu, memiliki harta yang memadai menjadi penting dalam menghadapi berbagai tantangan
kehidupan (Suryaman, 2020).

Manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa dilepaskan dari aktivitas ekonomi
(Aswiyati, 2016). Aktvitas ekonomi ini mencakup upaya mencari rezeki dan menjadi aspek yang
sangat penting dalam kehidupan sehari-hari (Yunus & Rezki, 2020). Dalam menjalankan kegiatan
ekonomi diperlukan pedoman aturan dan nilai-nilai yang memandu individu dalam bertransaksi
bisnis. Individu yang bertanggung jawab sebagai pemimpin, pelayan dan hamba Allah di dunia telah
diberikan panduan dalam segala hal, termasuk dalam hal kepemilikan harta dan aspek ekonomi.
Dalam perspektif Islam sacara umum tanggung jawab kekhalifaan manusia adalah untuk mewujudkan
kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan, serta untuk melaksanakan ibadah dan pengabdian
dalam makna yang lebih luas (Nur, 2020).

Pada aktivitas ekonomi diperlukan pedoman dan prinsip-prinsip yang membimbing individu
dalam bertransaksi bisnis. Allah SWT memberikan petunjuk melalui rasul-rasul-Nya yang mencakup
dalam seluruah isi Al-qur’an yang di mana di dalamnya termasuk aspek aqidah, akhlak dan syariah.
Agidah dan akhlak bersifat konstan, sementara syariah selalu beradaptasi dengan kebutuhan dan
perkembangan zaman. Oleh karena itu, syariah islam memiliki cakupan yang komprehensif dan
bersifat menyeluruh (Utomo, 2020). Dalam hukum muamalah Islam, terdapat nilai yang dapat
dijelaskan sebagai berikut: secara umum, segala jenis muamalah dianggap mubah, kecuali ada
ketentuan lain yang ditetapkan oleh Al-qur’an dan Sunnah Rasulullah. Pelaksanaan muamalah
dilakukan secara sukarela, tanpa unsur paksaan. Tindakan muamalah didasarkan pada pertimbangan
untuk membawa manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1990-an dan mengalami
perkembangan yang cepat pada awal tahun 2000-an. Perkembangan ini dapat terlihat dari
pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang menjadi bagian integral dari ekonomi syariah (Sanaa
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Kadi, 2023). Penigkatan ini juga dipicu oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
keuangan berbasis syariah. Aktivitas muamalah dalam konteks ekonomi islam mencakup perbankan
syariah, yang merupakan konsep yang dikenal dan berkembang di sektor perbankan Indonesia
(Mardhiah Gani, et all).

Perkembangan perbankan syariah dimulai dari pengesahan Undang — undang Nomor 10
Tahun 1998 yang mengubah Undang — undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan selama era
reformasi. Perubahan ini memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk menyediakan
layanan transaksi syariah. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan lembaga berbasis syariah,
Undang — undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah kemudian diundangkan. Bank
syariah beroperasi dengan fungsi yang serupa dengan bank konvensional dalam perekonomian,
berperan sebagai perantara antara unit surplus dan unit defisit dengan mengumpulkan dana dan
mengalokasikannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan yang mengikuti prinsip syariah
(INDONESIA, n.d.).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) muncul sebagai salah satu simbol untuk memenuhi
kebutuhan ekonomi masyarakat dengan mengikuti prinsip — prinsip syariah yang tidak melibatkan
sistem bunga. Salah satu contohnya adalah distribusi dana melalui perjanjian yang berlandaskan
Murabahah. Murabahah merupakan suatu bentuk transaksi jual beli barang dengan penambahan
keuntungan yang telah disepakati.

Pondasai ekonomi berhubungan dengan kegiatan yang melibatkan harta beserta barang
(Hasibuan, 2021). Kegiatan tersebut dianggap sebagai ekonomi ketika terjadi transaksi antara pihak
satu dengan pihak lainm yang kadang — kadang dapat menimbulkan sengketa. Pada Kamus Besar
Bahasa Indonesia, sengketa didefinisikan sebagai hal yang menyebabkan perbedaan pendapat,
pertikaian, bahkan perbantahan, sehingganya menimbulkan akibat kepada para pihak yang terlibat
langsung di dalamnya.

Istilah lain untuk sengketa adalah konflik yang di mana merupakan situasi dua belah pihak
atau yang mengadapi kepentingan, yang dapat berkembang lebih menghadapi perbedaan kepentingan,
yang dapat berkembang menjadi sengketa wanprestasi ketika pihak yang merasa dirugikan
menyatakan ketidakpuasan atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap
bertanggung jawab atas kerugian atau kepada pihak lain.

Sengketa yang merugikan pihak lain dikarenakan adanya wanprestasi atas kesepakatan yang
telah diperjanjikan terdapat pada kasus yang menimpa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Alwadiah Tasikmalaya dengan nasabah bernama Irpan Saepul Mikdar. Wanprestasi yang dilakukan
nasabah tersebut terikat dalam pembiayaan Murabahah di mana pembiayaan ini digunakan untuk
keperluan modal usaha (pembelian telur) milik Irpan Saepul Mikdar dan Gina Crystina Dewi dengan
kesepakatan di mana pembiayaan yang ditanggung Bank sebesar Rp. 300.000.000-, (tiga ratus juta
rupiah) dengan margin keuntungan sebesar Rp. 180.000.000-, (seratus delapan puluh juta rupiah),
sehingga total yang harus dikembalikan nasabah Rp. 480.000.000-, (empat ratus delapan puluh juta
rupiah) (Putusan PA Tasikmalaya Kota Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA. TMK.).

Pembiayaan antara BPRS Alwadiah Tasikmalaya dan nasabah ini diikat dengan pembiayaan
Murabahah di mana disepakati pada hari jum’at tanggal 08 Juni 2018, di dalam akad ini nasabah
bersedia membayar pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Alwadiah Tasikmalaya dengan margin
yang disepakati yang akan dibayarkan setiap tanggal 08 Juni setiap bulan berjalan selama 60 bulan.
Pembayaran pembiayaan oleh nasabah mulai dihitung pada tanggal 08 Juni 2018 dan akan berkakhir
pada 08 Juni 2023.

Pada pembiayaan Murabahah antara BPRS Alwadiah Tasikmalaya dan nasabahnya terdapat
beberapa barang tidak bergerak yang diserahkan oleh nasabah kepada BPRS Alwadiah Tasikmalaya
sebagai suatu jaminan dari pembiayaan yang dimintai oleh nasabah. Jaminan yang diserahkan oleh
nasabah berupa:
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1. Tanah (kolam) Sertipikat Hak Milik Nomor 03188/Cipedes atas nama Irpan Saepul Mikdar.

2. SITB satu buah kios di Pasar Resik Kota Tasikmalaya Nomor 923-PEL/CKB.A.2.226-
AJ2018.0140 atas nama Irpan Saepul Mikdar.

3. SITB satu buah kios di Pasar Resik Kota Tasikmalaya Nomor  923-
PEL/CKB.A.2.223/2018.01.0139.

Proses pembayaran pembiayaan Murabahah nasabah kepada BPRS Alwadiah Tasikmalaya
pada awalnya berjalan lancar dari bulan Juni 2018 sampai dengan bulan maret 2019 nasabah
melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal yang disepakati. Penunggakan pembayaran oleh
nasabah atas pembiayaan yang dimohonkannya mulai terjadi pada bulan mei 2019 sampai dengan saat
ini. Sehingganya PT. BPRS Alwadiah Tasikmalaya merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan
oleh nasabahnya ini yang wanprestasi atas kesepakatan yang telah diadakan melalui pembiayaan
Murabahah.

Dari gambaran permasalahan yang telah diuraikan, penulis berkeinginan untuk menulis kasus
ini menjadi sebuah karya ilmiah yang di mana dalam penulisan ini akan memuat tentang penyelesaian
sengketa murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah Tasikmalaya.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji penyelesaian sengketa murabahah pada Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah Tasikmalaya dengan nasabahnya serta untuk mengetahui
implikasi dari sengketa antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah Tasikmalaya dengan
nasabah.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis akan menerapkan metode penelitian hukum normatif yang dikenal
sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan November sampai dengan
bulan Desember. Pada penelitian ini menggunakan data dokumentasi yang di mana peneliti
mengumpulkan dokumen primer putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian yang
dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan alat dalam penelitian yang berupa peraturan
perundang — undangan yang berlaku yakni Undang — undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah. Pada penelitian ini menggunakan data primer yang di mana berlandaskan pada
putusan pengadilan yang bersifat keputusan tetap (final), selain menggunakan data primer peneliti
juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari referensi, jurnal,dokumen, perturan perundang —
undangan dan sebagainya yang dapat mendukung penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif yakni data yang tidak berbentuk
angka yang dapat diperoleh dari pengamatan, bahan tertulis berupa perturan perundang — undangan,
dokumen, buku beserta lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penyelesaian Sengketa Murabahah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah
Tasikmalaya dengan Nasabah.

Pembiayaan Murabahah merupakan opsi pembiayaan yang sangat diminati oleh lembaga-
lembaga keuangan yang menjalankan prinsip-prinsip syariah (Serajul Islam, 2019). Keunggulan
produk ini terletak pada kemudahan penggunaanya dan jaminan pendapatan yang diperoleh.
Meskipun demikian, mengingat adanya potensi tantangan atau resiko pembiayaan, tidak semua
penyaluran dana pembiayaan dapat berjalan sesuai rencana. Hal ini untuk mengukur tingkat resiko
tersebut, dapat digunakan indikator Non Performing Financing (NPF) dengan kategori mulai dari
kurang lancar hingga macet (Aguspriyani, 2021).

Akad Murabahah memiliki porsi yang lebih besar dalam pembiayaan di lembaga-lembaga
yang menjalankan prinsip-prinsip syariah jika dibandingkan dengan pengaturan bagi hasil seperti akad
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Mudharabah dan Musyarakah. Pembiayaan Murabahah ini diperkirakan bahwa sekitar 60% dari
produk perbankan syariah di Indonesia menggunakan akad ini, sedangkan sisanya 40% merupakan
penggunaan akad lain selain akad Murabahah.

Perjanjian transaksi jual-beli merupakan salah satu komponen dari akad Murabahah itu
sendiri sehingga banyak diminati pada perbankan syariah di Indonesia. Peminat akad yang banyak ini
menjadikan akad ini menjadi dominasi daripada akad-akad yang lainnya sehingga menyebabkan
konflik yang terkait dengan akad Murabahah ini cenderung lebih melibatkan jumlah yang sangat
banyak jika disandingkan dengan penggunaan akad-akad lainya dalam perbankan syariah.

Secara umum, sengketa sering kali disebabkan oleh tindakan penipuan, pelanggaran janji atau
ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap kewajibannya sesuai kesepakatan. Keadaan di mana pihak-
pihak, atau salah satu pihak, telah memenuhi komitmen mereka namun dengan penundaan atau di
mana pihak-pihak telah menyelesaikan kewajiban mereka tetapi tidak sesuai dengan persetujuan awal,
hal ini merupakan beberapa faktor potensial yang memicu perselisihan. Selain itu, jika ada
pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian atau pihak-pihak terlibat dalam tindakan yang menjadi
penyebab perselisihan, kemungkinan besar akan muncul perselisihan (Syukron, 2017).

Sengketa ekonomi syariah merujuk pada konflik yang terjadi dalam ranah perdagangan atau
bisnis yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah (Ali D Yusuf, 2017). Sengketa ini dapat terjadi
sebelum atau setelah perjanjian tersebut dilakukan (Harun et al., 2023). Sengketa ekonomi syariah
timbul ketika dua pihak baik itu perorangan maupun badan hukum ketika menjalankan akad atau
perjanjian yang tidak sejalan dengan prinsip — prinsip syariah. Pelanggaran hukum atau wanprestasi
oleh salah satu pihak dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya (MP Pangaribuan, 2019).

Secara umum terdapat dua sistem untuk menangani perselisihan ekonomi syariah. Yakni
Pertama, dengan melalui jalur litigasi, jalur ini di mana penyelesaian sengketa dilakukan di lembaga
Pengadilan dengan mematuhi berbagai prosedur hukumnya. Kedua, melalui jalur non — litigasi, jalur
ini di mana yang melibatkan berbagai metode dan mekanisme yang ada dan dijalankan dimasyarakat
(Wulandari & Wijayanto, 2016).

Selain yang telah disebutkan di atas, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama
Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang sudah ada dari tahun 2000 di mana mengenai klausul
arbitrase telah memperkuat mekanisme penyelesaian sengekta dalam perjanjian pembiayaan syariah.
Fatwa ini menjelaskan ketika ada kalimat yang menyatakan bahwa jika terjadi ketidakpatuhan
terhadap kewajiban atau perselisihan antara pihak — pihak, penyelesainnya akan dilakukan melalui
Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS) setelah upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan
diantara kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa pada Kkali ini, penulis akan membahas dengan rinci terkait penyelesaian
sengketa Murabahah yang di mana melibatkan BPRS Alwadiah Tasikmalaya dengan nasabahnya.
Penyelesaian sengketa ini di mana dikarenakan adanya wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan
oleh nasabahnya dengan menggunakan pembiayaan Murabahah. Pada pembiayaan ini nasabah
menerima modal dari BPRS Alwadiah Tasikmalaya sebesar Rp. 300.000.000-, dengan margin Rp.
180.000.000-, sehingga total yang akan dibayarkan nasabah sebesar Rp. 480.000.000 selama 60 bulan
sejak 08 Juni 2018 sampai dengan 08 Juni 2023 sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam akad
Murabahah.

Sengketa antara para pihak ini berawal dari bulan mei 2019 sampai dengan sekarang di mana
nasabah sudah tidak membayarkan kewajibannya seperti apa yang diperjanjikan dalam akad
pembiayaan Murabahah, hal ini menimbulkan kerugian bagi BPRS Alwadiah Tasikmalaya karena
nasabah sudah wanprestasi dengan apa yang sudah diperjanjikan. Pada Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES) bagian keempat tentang Ingkar Janji dan Sanksinya, Pasal 36 menyebutkan bahwa
(Sihombing, 2018):

“Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:
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Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;

Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
Melakukan apa yang dijanji apabilanya tetapi terlambat; atau

Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.”

Ketika kita mengacu pada Pasal 36 KHES ini, maka perbuatan nasabah kepada BRS
Alwadiah Tasikmalaya sudah digolongkan pada perbuatan wanprestasi atau ingkar janji melihat
dengan kasus yang terjadi dilapangan. Sehingganya BPRS Alwadiah Tasikmalaya selaku pihak yang
memberikan pembiayaan kepada nasabah mengambil tindakan-tindakan hukum untuk menyelesaikan
sengketa yang mereka alami ini.

Penyelesaian sengketa ini oleh BPRS Alwadiah Tasikmalaya ditempuh dengan cara non
litagasi dan juga litigasi. Penggunaan cara dalam menyelesaikan sengketa dengan non litigasi
dilakukan oleh BPRS Alwadiah dengan cara melakukan pemanggilan kepada nasabah untuk
memenuhi prestasinya sebagaimana yang ada dalam akad pembiayaan Murabahah yang dilakukannya
bersama BPRS Alwadiah Tasikmalaya. Pemanggilan yang dilakukan oleh BPRS Alwadiah
Tasikmalaya dengan memberikan tiga kali surat peringatan, yang di mana diberikan secara beruntun
pada tanggal 8, 14 dan 20 bulan Agustus tahun 2019.

Penyelesaian sengketa non litigasi yang dilakukan oleh BPRS Alwadiah Tasikmalaya
terhadap nasabahnya yang ingkar janji dirasakan tidak membuahkan hasil apapun terhadap BPRS itu
sendiri, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pemenuhan janji oleh nasabah sesuai dengan apa yang
ada dalam akad Murabahah tersebut. Sehingga pihak BPRS merasa dirugikan atas tindakan
nasabahnya ini yang tidak kunjung memenuhi prestasinya.

BPRS Alwadiah Tasikmalaya merasa penyelesaian sengketa non litigasi tidak membuahkan
hasil, sehingganya pihak BPRS memilih untuk menyelesaikan masalah ingkar janji ini dengan melalui
jalur litigasi untuk adanya kepastian hukum dan keadilan bagi pihak BPRS Alwadiah Tasikmalaya
atas tindakan nasabahnya yang merugikan BPRS itu sendiri.

Penyelesaian sengketa terakhir diambil oleh BPRS Alwadiah Tasikmalaya dengan melakukan
penyelesaian sengketa menggunakan jalur litigasi atau melalui pengadilan. Hal ini dilakukan oleh
BPRS Alwadiah karena dianggap penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur non litigasi tidak
membuahkan hasil sama sekali bagi mereka. Alhasil BPRS memasukan sengketa ini kedalam
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan mengajukan gugatan sederhana wanprestasi dalam
sengketa ekonomi syariah yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada
tanggal 13 Januari 2020 dengan register nomor: 1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk dan perubahannya.

Penyelesaian sengketa terkait Murabahah dapat dilakukan melalui prosedur sulh atau melalui
sistem hukum di Indonesia dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hal ini sesuai dengan
panduan yang dijelaskan dalam Pasal 133 KHES yang di mana menyebutkan bahwa: “Apabila salah
satu pihak konversi Murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau apabila terjadi
perselisihan di antara pihak — pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui sulh atau
pengadilan” (Saly & Muda, 2023).

Pasal 49 huruf i dalam Undang - undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama
menegaskan pentingnya pemberian kewenangan kepada pengadilan agama dalam menangani sengketa
terkait ekonomi syariah melalui proses litigasi. Undang — undang ini merupakan pengganti Undang —
undang No. 7 tahun 1989. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf i, pengadilan agama sekarang
diwajibkan untuk mengatasi konflik yang terkait dengan aspek ekonomi seperti zakat, infak, dan
ekonomi syariah. Sebelumnya kewenangan pengadilan agama terbatas pada penyelesaian perkara —
perkara yang melibatkan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadagah (Firdiana, 2023).

Penyelesaian perkara wanprestasi antara BPRS Alwadiah Tasikmalaya dan juga nasabahnya
pada pengadilan Kota Tasikmalaya di mana hakim memutuskan dalam putusannya Nomor
1/Pdt.G.S/2020/PA.Tmk dalam pokok perkara bahwa:

oo o
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1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum akad pembiayaan Murabahah Nomor
4758/PEM/MBA/06/2018, tanggal 08 Juni 2018.

3. Menyatakan demi hukum tergugat | dan tergugat Il telah melakukan cidera janji (wanprestasi)
kepada penggugat.

4. Menghukum tergugat | dan tergugat Il secara tanggung renteng untuk membayar kepada
penggugat atas kerugian penggugat sejumlah 397.095.259,5 (tiga ratus sembilan puluh juta
sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan koma lima rupiah).

5. Menghukum tergugat | dan tergugat Il menyerahkan objek hak tanggungan dan jaminan fidusia
sebagai tersebut di bawah ini kepada penggugat untuk dijual penggugat guna membayar kerugian
penggugat sebagaimana diktum 4.

6. Menghukum tergugat | dan tergugat Il secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 501.000.00 (lima ratus satu ribu rupiah).

7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Pada penyelesaian sengketa ini di mana BPRS Alwadiah sudah sesuai dengan ketentuan yang
ada pada Pasal 55 Undang — undang Nomor 21 tahun 2008 tentan Perbankan Syariah yang di mana
menjelaskan terkait cara penyelesaian sengketa perbankan syariah bahwa:

(1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan
agama.

(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan
prinsip syariah.

Pasal 55 ini menguraikan bahwa penyelesaian sengketa terkait perbankan syariah dapat
dilakukan melalui 2 metode, yakni: metode non litigasi atau menggunakan prosedur diluar pengadilan
dan yang terakhir yaitu metode litigasi atau melalui proses pengadilan. Apabila bank menilai bahwa
seorang hasabah tidak jujur atau menyembunyikan kekayaannya untuk mengatasi kendala
pembayaran pembiayaan, bank berhak mengambil tindakan hukum (Suhaimi & Asnaini, 2018).
Implikasi dari Sengketa antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alwadiah Tasikmalaya
dengan Nasababh.

Pada perjanjian pembiayaan, pertanggung jawaban terbentuk melalui hubungan hukum antara
pihak, bukan akibat dari kegiatan ilegal (Simanjuntak, 2023). Hal ini disebabkan semua aspek telah
dijelaskan dalam kontrak tertulis yang berupa akad dalam pembiayaan syariah di mana telah disetujui
dan ditandatangani oleh seluruh pihak yang ada dalam akad pembiayaan tersebut, sehingga membawa
implikasi hukum atas perbuatan tersebut (Zulfiyanda et al., 2020).

Pembiayaan yang berada pada perbankan syariah di Indonesia masalah terkait margin
keuntungan perbankan, uang muka, jumlah cicilan per bulan dan jangka waktu pembayaran prestasi
pada dasarnya sudah ditetapkan di awal akad yang akan disepakati (Lisdawati et al., 2019). Secara
mendasar, akar permasalahan pembiayaan dimulai pada saat adanya ingkar janji atau wanprestasi
dalam akad pembiayaan tersebut, yang di mana terjadi ketika nasabah tidak mampu atau enggan
memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada pada akad (KM Anwarul Islam, 2017).
Perilaku ini akan menimbulkan implikasi bagi perbankan syariah yang menyediakan pembiayaan
tersebut (Ibrahim & Rahmati, 2017).

Wanprestasi atau ingkar janji merujuk pada situasi yang mencerminkan kelalaian atau
kesalahan, hal ini terjadi ketika seorang debitur tidak dapat mematuhi ketentuan akad dalam
pembiayaan yang disepakati. Perilaku ini melibatkan ketidakpatuhan, kegagalan, dan kelalaian dalam
memenuhi kewajiban sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian antara perbankan syariah



Jurnal Hukum Indonesia: Vol. 2 No 4 Oktober 2023
Akbar Hidayatullah Daud 228

dan nasabah (Faiza Kiran, 2022). Penting dicatat bahwa wanprestasi atau ingkar janji ini tidak terjadi
dengan sengaja, melainkan sebagai hasil dari keadaan memaksa (Widiayunita, 2023).

Wanprestasi merujuk pada situasi ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai
dengan perjanjian karena kelalaian atau kesalahannya, bukan karena tekanan keadaan (Utami, 2022).
Sementara itu dalam bidang hukum perjanjian, Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan wanprestasi
sebagai  ketidakpenuhan terhadap prestasi dapat diartikan sebagai ketikpatuhan atau
ketidakpelaksanaan suatu prestasi yang telah diatur dalam suatu perjanjian.

Wanprestasi terjadi karena adanya kelalaian dari pihak lain dan juga adanya keadaan
memaksa yang terjadi di lapangan. Adanya wanprestasi ini berimplikasi hukum pada akad yang
terjadi antara seseorang dan lembaga hukum yang menjadi pemberi fasilitas. Implikasi hukum ini
mencakup hasil dari suatu kegiatan yang terpengaruh oleh hukum dan ditunjukan untuk mencapai
hasil yang diinginkan oleh pelaku (Damanuri, 2021).

Tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan hukum karena bertujuan untuk mencapai
hasil yang sesuai dengan ketentuan hukum. Secara lebih tepat, implikasi hukum mencakup segala
konsekuensi dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum,
termasuk implikasi tambahan yang timbul dari kejadian tertentu yang telah ditentukan atau diakui
sebagai implikasi hukum menurut undang — undang yang berlaku (Sari, 2021).

Pada sengketa yang melibatkan BPRS Alwadiah Tasikmalaya dengan nasabahnya di mana
berimplikasi hukum baik itu secara langsung maupun tidak langsung yang dirasakan oleh BPRS
Alwadiah Tasikmalaya dan juga nasabahnya. Implikasi yang dirasakan oleh para pihak di atas ini
disebabkan oleh adanya sengketa yang masuk di Pengadilan Kota Tasikmalaya dikarenakan adanya
cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah BPRS Alwadiah Tasikmalaya.

Wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah atas dasar akad pembiayaan Murabahah
menyebabkan pembiayaan yang difasilitasi oleh BPRS Alwadiah Tasikmalaya tidak berjalan sesuai
dengan apa yang diperjanjikan, hal ini menyebabkan BPRS Alwadiah mengalami kerugian sebesar
Rp. 401.722.789-, yang di mana terbagi atas pokok sebesar Rp. 271.851.521,9 dan saldo margin yang
belum dibayarkan sebesar Rp. 121. 029.664,6.

Kerugian yang dialami BPRS Alwadiah Tasikmalaya tidak hanya sebatas pembiayaan pokok
dan margin keuntungan yang disepakati, akan tetapi kerugian lainnya berupa denda yang tidak
dipenuhi oleh nasabah. Pada akad pembiayaan Murabahah di mana terjadi kesepakatan antara BPRS
Alwadiah Tasikmalaya dan nasabah ketika terjadi keterlambatan atau ketidaksesuain pembayaran
maka akan dikenakan denda. Wanprestasi yang dilakukan nasabah ini berujung dikenakannya denda
atas tindakannya sebesar Rp. 5.704.073-, akan tetapi sampai dengan masuknya perkara di Pegadilan
belum dibayarkan oleh nasabah, sehingga tindakan ini merugikan BPRS Alwadiah Tasikmalaya
sebagai penyedia modal.

Kerugian yang disebutkan di atas merupakan kerugian yang berdampak secara langsung
kepada BPRS Alwadiah Tasikmalaya, akan tetapi selain dampak secara langsung adanya dampak
yang secara tidak langsung dirasakan oleh pihak BPRS yakni di mana jika terjadi pembiayaan macet,
biaya operasional akan mengalami peningkatan karena perlu dibentuk cadangan penghapusan untuk
pembiayaan yang mengalami masalah. Penurunan profitabilitas akan terjadi ketika pembiayaan
bermasalah atau macet, yang dapat teridentifikasi dari rasio Non Performing Finance (Ahmad, 2018).

Salah satu faktor yang turut berkontribusi pada penurunan profitabilitas adalah biaya yang
dikeluarkan untuk menghapuskannya dari catatan akuntasi, terutama pada pinjaman nasabah yang
mengalami masalah atau tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya. Secara tidak langsung
pembayaran pembiayaan yang tidak dilakukan atau tidak sesuai dengan apa yang ada dalam akad
Murabahah akan menyebabkan terganggunya sistem pada sebuah perbankan yang menjadi penyedia
modal.
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Implikasi hukum juga tidak hanya dirasakan oleh pihak BPRS Alwadiah Tasikmalaya, akan
tetapi pihak nasabah yang meminta pembiayaan juga merasakan secara langsung implikasi dari
sengketa ini. Hal ini dikarenakan penyelesaian sengketa yang diambil oleh pihak BPRS Alwadiah
Tasikmalaya sudah masuk pada penyelesaian litigasi yang sudah dimasukan di Pengadilan Agama
Tasikmalaya Kota.

Penyelesaian sengketa pada Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota dikarenakan wanprestasi
oleh nasabah menyebabkan benda tidak bergerak yang dijaminkan oleh nasabah diperintahkan oleh
hakim dalam amar putusannya agar dilelang, tindakan tersebut dilakukan oleh pengadilan dikarenakan
untuk melakukan pembayaran sebagai pemenuhan janji yang terdapat dalam akad Murabahah dalam
pembiayaan (Islami, 2021).

Pada amar putusan hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota point 5 menyebutkan bahwa
menghukum tergugat | dan tergugat Il menyerahkan obyek hak tanggungan untuk dijual penggugat
guna membayar kerugian penggugat sebagaimana diktum 4 (empat), yaitu berupa:

1. Tanah (kolam) SHM No0.03188/Cipedes, Blok JI. Bojong, NIB 10.29.08.02.02026, surat ukur No.
00336/Cipedes/2015 tanggal 05-02-2015 atas nama Irpan Saepul Mikdar, Luas tanah 261 m2,
alamat Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, dengan batas — batas:

Utara : tanah milik Oman
Timur : tanah milik lahan napi
Selatan : selokan

Barat : tanah milik Tatang

2. Satu buah kios di Pasar Resik Kota Tasikmalaya, SITB Nomor 923-PEL/CKB.A.2.226-
AJ/2018.0140, kios di Blok A-2 No. 378-A, kelas Il, Luas 3 m2, jenis dagang jagung, atas nama
Irpan Saepul Mikdar.

3. Satu buah kios di Pasar Resik Kota Tasikmalaya, SITB Nomor 923-PEL/CKB.A.2.223-
A/2018.0139, kios di Blok A-2 No. 375, kelas I, Luas 6 m2, jenis dagang jagung, atas nama Irpan
Saepul Mikdar.

Pelaksanaan putusan hakim untuk melelang benda tidak bergerak yang dijaminkan dengan
hak tanggungan dan juga hak kepemilikan kios yang berada dikawasan pasar Resik Kota Tasikmlaya
berdampak langsung kepada nasabah yang melakukan pembiayaan pada BPRS Alwadiah
Tasikmalaya. Implikasi ini dirasakan oleh nasabah, dikarenakan nasabah sudah tidak bisa
menggunakan dan mengelola barang yang menjadi objek lelang tersebut sebagaimana mestinya.

Implikasi lainnya juga dirasakan oleh nasabah yang juga sebagai tergugat, di mana nasabah
dihukum unutk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,00-, (lima ratus ribu rupiah).
Seharusnya yang bisa menanggung biaya perkara ini adalah orang atau badan hukum yang meminta
penyelesaian perkara dalam hal ini BPRS Alwadiah Tasikmalaya bukan nasabah.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Alwadiah
Tasikmalaya dan nasabahnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia yang
mengatur tentang perbankan syariah. Hal ini dibuktikan dengan tindakan yang diambil oleh BPRS itu
sendiri, yakni di mana dalam penyelesaian sengketa ini BPRS mengambil 2 langkah dalam
penyelesaiannya, yakni dengan penyelesaian litigasi dan juga penyelesaian non litigasi seperti.
Penyelesaian Non litigasi dilakukan dengan pemanggilan oleh BPRS kepada nasabahnya yang
dilakukan dengan mengirimkan administrasi pelunasan pembiayaan. Sedangkan untuk penyelesaian
sengketa melalui jalur litigasi, BPRS mengambil langkah untuk menggugat secara perdata pada
Pengadilan Agama Tasikmalaya Kota.
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Implikasi pada sengketa yang melibatkan antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Alwadiah Tasikmalaya dengan nasabah mengakibatkan adanya implikasi yang dirasakan oleh kedua
pihak. Pihak BPRS merasakan adanya sengketa ini mengakibatkan pembiayaan yang dijanjikan dalam
akad Murabahah tidak dipenuhi oleh nasabah sebagaimana yang telah disepakati. Nasabah yang tidak
melakukan pembayaran juga mengakibatkan terganggunya sistem perbankan syariah yang ada pada
BPRS tersebut. Implikasi juga dirasakan oleh pihak nasabah di mana benda tidak bergerak yang
dijaminkan untuk pembiayaan pada BPRS diperintahkan oleh pengadilan agar dilelang, tindakan ini
merugikan nasabah dikarenakan nasabah sudah tidak bisa menggunakan sebagaimana mestinya.
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